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. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

A

Formil

Prosedur Pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2004
Materiil

1. Pasal 5

“Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan
pokok minimal air sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih
dan produktif.”

. Pasal 6

Ayat (4) : “Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan hak guna air.”

. Pasal 7

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak
guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat
disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

. Pasal 8

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di
dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin
apabila:

a. Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami
sumber air;

b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam
jumlah besar; atau

c. Digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.



(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan olenh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk
mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang
berbatasan dengan tanahnya.

. Pasal 9

(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan
usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang
lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

. Pasal 10

“Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

. Pasal 26

Ayat (7) : “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan
fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip
pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan
melibatkan peran masyarakat.”

. Pasal 40

Ayat (4) : “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan
serta dalam penyelenggaraan sistem air minum”

. Pasal 41

(2) “Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan:
dst.

a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi
menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;

b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas
kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah
provinsi;

c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada
satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.”

(3) “Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab
perkumpulan petani pemakai air.”



(5) “Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh
perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuannya.”

10. Pasal 45

(2) “pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah
sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau
badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau
kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik
daerah.”

(3)“pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan
usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.”

11. Pasal 46

Ayat (1) : “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk
pengusahaan sumber air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).”

12. Pasal 80

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber
daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

(3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional
yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan
pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume
penggunaan sumber daya air.

(5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis
penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang
dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo
Keputusan DPR RI Nomor:03A/DPR RI1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib
DPR RI.

a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :
“Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang”

b. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 :

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang yang
dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
membahas ... dst.”

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.”

2. Pasal 189 jo Pasal 192 jo Pasal 193 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR
RI1/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI

a. Pasal 192 :

“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat
yang dihadiri olen Anggota dan unsure Fraksi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir™.

b. Pasal 193:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan
berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian
sebagian Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan
pendirian anggota rapat yang lain.”

Pengujian Materiil
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945:
- Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) :

(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat™



IV. ALASAN-ALASAN
A. Formil

1. DPR sebagai pembentuk UU

2. Pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan voting (suara terbanyak)
dan bukannya musyawarah mufakat karena dalam Sidang Paripurna DPR
tanggal 19 Februari 2004 terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang
menolak pengesahan RUU sumber daya air ini.

B. Materiil

1. Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 45 UU No. 7 Tahun 2004 mengandung muatan
privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air dan irigasi
pertanian.

2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU No. 7 Tahun
2004 mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh
swasta.

3. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2004

mengandung muatan penggunaan air bagi kepentingan komersial.

V. PETITUM

(1) Menerima dan mengabulkan permohonan dari PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;

(2) Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahuri 2004, Tentang
Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945;

(3) Menyatakan, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang
Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan mengikat;

(4) Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4377 atau setidak-tidaknya memerintahkan pemuatan putusan etas
permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Il. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

- Formil
Prosedur Pengesahan UU No. 7 Tahun 2004

- Materiil
Pasal 5, Pasal 6 Ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26 ayat (7), Pasal
40 ayat (4), Pasal 41 ayat (2,3 dan 5), Pasal 45 ayat (2) dan (3), Pasal 46 ayat (1) dan
(3), Pasal 80

111.DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4
Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo Keputusan
DPR RI Nomor:03A/DPR RI1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :

“Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

b. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 :

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang: membentuk undang-undang yang
dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahas
... dst.”

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.”

2. Pasal 189 jo Pasal 192 jo Pasal 193 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/1/2001-
2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI
a. Pasal 192 :

“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang
dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”.

b. Pasal 193:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan
berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian
Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota
rapat yang lain.”



Pengujian Materiil
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945:
- Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) :

(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

ALASAN-ALASAN
Formil
1. DPR sebagai pembentuk UU
2. Pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan voting (suara terbanyak) dan
bukannya musyawarah mufakat karena dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19
Februari 2004 terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang menolak
pengesahan RUU sumber daya air ini.
Materiil
1. Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 45 UU No. 7 Tahun 2004 mengandung muatan
privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air dan irigasi
pertanian.
2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU No. 7 Tahun 2004
mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta.
3. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2004

mengandung muatan penggunaan air bagi kepentingan komersial.



IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang
Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945;

3. Menyatakan, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang
Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4377 atau setidak-tidaknya memerintahkan pemuatan putusan etas
permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia.



